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Tentang
Kami

Jaringan Legislasi Nusantara (JALINUSA)
merupakan organisasi yang berdiri dibawah
CV Jaringan Legislasi Nusantara oleh para ahli
hukum dan kebijakan publik yang telah lama
berkecimpung dalam proses legislasi di segala
tingkatan.

Organisasi ini didirikan untuk membantu
lembaga pemerintahan baik di eksekutif
maupun legislatif, seperti Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) serta Kementerian, untuk
menyusun naskah akademik maupun drafting
rancangan peraturan perundang-undangan
secara partisipatif.

MISI

V I S I e Menijalin kolaborasi dengan seluruh
pemangku kepentingan;
"Mewujudkan e Menguatkan jati diri bangsa;
produk legislasi e Menyusun legislasi dan kebijakan
dan kebijakan berdasarkan bukti ilmiah dan
publik yang

) o argumentasi rasional;
mencermikan nilai

yang berkembang
di Nusantara”.

e MenyalurkaN aspirasi masyarakat
lokal.
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PELATIHAN
DAN
BIMBINGAN
TEKNIS

Pelatihan untuk
pengembangan
kapasitas, terutama
mengenai
pelatihan dan
Bimbingan Teknis
Legislative Drafting,
kepemimpinan dan
kewirausahaan

gg

PRODUK KAMI

JALINUSA akan selalu berupaya
mengkawinkan’ nilai dan isu yang
sudah terbukti berhasil secara
global dengan konten yang
merujuk kepada nilai-nilai yang
berkembang di nusantara.

PERDA DAN
NASKAH
AKADEMIK

Penyusunan Draft
Rancangan
Peraturan
Perundang-
Undangan beserta
naskah akademik
yang
mencerminkan
nilai lokal dalam
bingkai global

PENELITIAN
DAN
PENERBITAN

Mengkaji Kebijakan
Publik dan Peratruan
Perundang-
undangan. Serta
menerbitkan analisa
terhadap kebijjakan
publik yang
berkaitan langsung
dengan masyarakat,
ekonomi, dan
lingkungan



DALAM MENGEMBANGKAN DAN MEMBUAT PERATURAN
SERTA KEBIJAKAN, JALINUSA MENGGUNAKAN BEBERAPA
METODE MENYESUAIKAN DENGAN KARAKTERISTIK

MASING-MASING WILAYAH ATAU DAERAH

IAK

Integraal Afwegingskader (IAK)
atau the Integrated Assessment
Framework merupakan metode
yang digunakan di Belanda
sebelum membuat suatu
kebijakan/peraturan baru atau
merevisi kebijakan/peraturan
yang lama. Metode ini telah
digunakan sejak 2011 dengan
tujuan menganalisis sumber
informasi dalam pembuatan
suatu peraturan perundang-
undangan atau kebijakan.

RIA

Regulatory Impact Assessment (RIA)
adalah suatu metode dalam
penyusunan kebijakan dengan
pendekatan yang diharapkan bisa
mengakomodasi semua kebutuhan
dalam penyusunan perundang-
undangan. Metode ini berkembang
pesat sejak awal tahun 2000-an dan
banyak digunakan di negara-negara
anggota Organization for Economic Co-
operation and Development (OECD)
atau Organiasi Kerja Sama dan
Pembangunan Ekonomi, termasuk
Indonesia

ROCCIPI

Metode ROCCIPI merupakan suatu metode untuk menentukan
indikator atau faktor subjektif maupun objektif dalam pembentukan
suatu peraturan perundang-undangan yang baru. Setidaknya ada 7
pendekatan yang saling terkait satu sama lain dalam ROCCOPI,yakni.

1). Rules (aturan-aturan), 2). Opportunity (kesempatan), 3). Capacity,
Communication, 6). Process, 7). Ideology.

4). Interest, 5).
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AKTA NOTARIS

NOTARIS / PPAT
ATIKAH MARDIANA, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00030.AH.02.01. TAHUN 2019
Tanggal 03 Januari 2019

dl. Maulana Hasanudin No. 19
Cilangkap, Kalanganyar, Lebak - Banten
Telp : (0252) 5552217 / 0818 806 498 / 085 1000 4 999 54
E-mail : atikah_mardiana@yahoo.com



AKTA NOTARIS

FENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER
CV. JARINGAN LEGISLASI MUSAMTARA

Nomor : 01

y

hari ini, Rabu, tanggal 26-06-2019 {(duapuluh enam

duari 1 Sembi ir'-.l.tl:,'_-‘!d'_i-_: :._'l:{ll: 17,30 i'\_uiu['_':u.:'_.:g_-': — e

lebih tigapuluh menit) Waktu Indonesia Barat

Berhadapan dengan sava, ATIKAE MARDIANA, Sarjana Hukum,

Magister Kenotariatan, Hotaris berkedudukan di -

Fabupaten Lebak, dengan Wilayah Jabatan Seluruh
Provinzi Banten, dengan dihadiri oleh para saksi

Saya, MNotaris kenal, dan akan disebut pada bagian

AKELAa

Eelurahan Ciinjuk, K

Pandeglang, Provinsi ia
Penduduk dengan Moemor Indul

3601221110790002; —===————=—mmmmm e -

| “Untuk sementara berada di Provinsi Banten=---———=
2. Tuan ALI SALMANDE lahir di Jakarta, pada 31-12=1984
(tiga puluh satu Desember seribu sembilanratys =—=--

delapanpuluh empat), W

“ga Negara Indonesia, ===——-

Wiraswasta, bertempat tinggal di P

angan, Rukun =---

Tetangga 008, Rukun Warga 004, Kelurahan R

Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, —-———-

Provinsi DKI Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Pend
-




SK KEMENKUMHAM

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JEMDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

PENGATOMAN JI. H.R. Rixsuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Momor  : AHUL0O39805-AH.01.14 Tahun 2019 Kepada THh.
Lampiran : - Motaris ATIKAH MARDIANA 5.H., M.Kn.
Perihal @ Surat Keterangan Terdaftar Il Maulana Hasanudin No. 19

CV. JARINGAN LEGISLASI NUSANTARA (JLN] Kebupaten Lebak

Sesuai dengan data dalam formiat isian Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan
Usaha berdasarican Alta Nomor 01 tanggal 26 juni 2019 yang dibuat cleh Notaris ATIKAH MARDIANA 5.H,
M.En. berkedudukan gl Kabupaten Lebak, beserta dokurnen pendukungnya yang diterima tanggal 05 Juli 2019
mengenal pendaftaran CV JARINGAN LEGISLASI NUSANTARA disingkat JLN berkedudukan di Eota Tanperansg
Selatan telah diterima dan terdaftar dalam Sisterm Administrasi Badan Ussha,

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan
Terdaftar ind.

Diterbitkan di jakarta, tanggal 05 [uli 2019

a.n. MENTER] HUKUM DAN HAK ASAS] MANLUSIA

Cahyo Rahadian Muzhar, 5.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 05 Juli 2019




SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
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URAT PENGUKUHAN
PENGUSAHA KENA PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- o ! .
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK =
KANTOR WILAYAH DJP BANTEN Ay

=0y

KPP PRATAMA PONDOK AREN s
AL G = Er e ETAR STAR e MG ERLAD ELATHH e i
¥ 1;‘%-_.

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
S-41PKP/WPJ. 08/KP 1003/2020

o : - A Limum S
Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan i 2
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Ne 16 Tahun 2009 ebid | Y

- 1 T r L
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direkiur Jenderal Fajas Mome )

FPER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa

1. Nomer Pokok Wajib Pajak 92 666.910,2-453 000
2. Nama CV. JARINGAN LEGISLASI NUSANTARA
3. Klasifikasi Lapangan Usaha 70209 - KEGIATAN KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA

JL MUJAIR YV NO. 10A RT. 003 R¥v. 004
BAMBU APUS PAMULANG
KOTA TANGERANG SELATAN BANTEN | %

4 Alamat

5. Merk Dagang/Usaha
[X]PPN [ ] PPnBM

& Kewajiban Pajak

Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 29 Januar 2020. |

Tangerang Selatan, 29 Januan 2020
a.n. Kepala Kantor
___Kepala Seks| Pelayanan,

A S,
- "
o

ISTIAD_IH;E_ ¥ WIIOKO :
NIP-19690420 1990031008 |
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NOMOR INDUK
BERUSAHA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIE)
2120109982406

Pemeriniah Republik Indonesia ¢ q I uu'.l'\_:;._-.: Pengelola dan |"{'!'|:\|{'|1'II spara 055 berdosarkan keteniuan Pasal 24
wvant (1) Peraturan Pemenntah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelavanan Perizinan Berusaha Terintegrisi Secara
Elekirondk, menerbitkan NIB kepada:

Mama Perusahaan CV JARINGAN LEGISLAS] NUSANTARA

Alamal Pensahaan L. MUJAER ¥ NO. 1A, Eel. Bambuapus, Kec. Pamulang, Kola
Tangerang Selatan, Prop. Banten

NPWE O Gy D10, 2-45 3000

Nomor Telepon

Momior Fax

Emuil jaringan legislsi @ gmail com

Mama KELI Industri Perlengkapan Pakaian Dan Tekstil, Industn Pencetakan
Limmum, Aklivitas Konsuliasi Managemen Lainnva, Aktivitas

Chrgansasa Hma Pengetahuan Sosial Dan Masyarakat
Kode KBLI 14130, 18100, 70209, 94121
Status Penanaman Modal PMDN

NIB mempakan slenntas Pelaku Usaba dal
kegiatan ussha sesuai kefentuan peratumn per

rangka pel
lang-undang

saaan kegiatan bemnmsaha dan berlaky selanma mseegalan kan

NIB adatah bukt Pendafiasan Per
hak akses kepabe:

MeclalHen

Raporan pi

Drafnar Perusa b
1 W LR

o sekaligus merupakan |

2 kewajihan Lapor Kete

dan bigkth peme

55 berwen:

Perund s

miuk melakulban evaluasi danftau perubahan atas izin usaha (izin komoraaliope resional) sesmi ketentuan

Selurub data yang tercamium dakam NIE dapat benol

&
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g
-1
o
g
&
B
5
T
E
E
i

Ditetpkan tanggal H) Seplember X9

faua v diromrdllan oo bam




PEMERINTAH REPUBLIK INIMIN

IZIN LOKASI

Berdaswkan kelenfuan Pasal 13 mnai (1) Peraturan Pemerintah Nomsor 24 ahun M8 entang Pelayaman Perismn
Berusaha Tenmograsi Socara Ekkironik, uniuk din atad nans Menkr, Pimpisan Lombaga, G,
Bupati'Walkbota, Lombaga O55 mencrbithan brin Lokasi Ginpa kosmtmen kepada

Masm Usaln CV JARINGAN LEGISLASI NUSANTARA
Mamar Induk Bensaha

ETR [ [

Lolkasi ¥ang [rissosiul

A Al I Mlujr W my 1A

b. Desa/kschamaban Bambampus

«. Kecamatam Pamulang

d. KabupstenKola Kot Tagemng Selaten
¢ Proaamsi Baricn

[ Luas Lakan 1o MY

g Fencans Bggasinn AETIVITAS RONSULTASI MANAJEMEN LAINNY A

h Kesondina Geogradis £ ASH2620, 107 S 163313

Berdassrionn Pasal 33 ovad f2) Persiursn Pemenniah Nosnor 24 Tabun 201, Tzin Lokass selah berlaku efclail secam
Lot (s

Ketemin

Lem Lol debsenidoan weisk jsnpha wolds 3 Bga ) isbam lor

g r<jal langp el pemcrbitan Lrim | ok bbb ol

Pylals wiala w,
dutdun Lojusds
Pelakw |Usaha depsl mxlakvhan bopasim poroichon Unah soma dmpan bebars s ang donpal. dalas: Fola B

wmpadian Poia len s palllan bitad, baas dan bynoul Belang romcana kelas Ligiaen weabel b aieg
h Flagrsh Boabupasen kods dun Konbor Fommahon silomj

4=

sk bl skas mrppescd ss sis momanlaskn tnsh yang ki
mcmcrabi ketonhan dan ryarst porppusasn dan porsast st L

rodch sobagamman: davakesd pads st (25 Polss Ulisha wapb
wass dempan arshun roscana Lala sy

L

P s sovann barkala soap 1 s Koipanila Finon Ieiitsadsis ot Mesipriias i olins A

it vislaly delal vk b bt Sl i

o | ol e ol ooy ooy clidy fuimees [5ation Lasdh Lifihast
. Pernepang Lros | olini waph momasfule pershs o prrsdmgan vang boisia

il as, i

i [ ady i b ads

b wtin il an Fres

T. Laww TS (gt

% lein Lokasi imi bokan merupslin ponborion hall st Beuh din ditsrbon ustel. mosguns pericinm sl pada imdassi vang
eruamang

Deiterbithan tnnggal 33 Januark 2020 Odzh ; Walilota Kota Tangemng Sclatan

Sl A 105 (i

Dicetak fanggal 1 23 Janmari 300




1IZIN USAHA

FEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA
{(Surat Izin Usaha Perdagangan (SI1TUP))

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat {2) dan Pasal 32 Pemaiuran Pemenndah Nomor 24 iahun
218 tentang Pelayanan Perizinan Berusabia Tenintegrasi Secam Elekironik, uniuk dan atas nama
Menten, Pimpanan Lembaga, Guberr, Bupati™Walikota, Lembaga 055 menerbitkan Lxan Usaha
Surat [zin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada:

MWames Usals CV JARINGAN LEGISLASI NUSANTARA

Momor Induk Bensaha D1 20109082406

Alsmat Kantor TLMUJAER WV NO. 104, Kel Bambuapus, Kec. Pamulang,
Korespondens Eota Tangerang Selatan, Prov. Banten

Kaode KBLI TO20

Mama KBLI AKTIVITAS KONSULTAST MANAJEMEN LAINNY A
Lakasi Usaha T Mugair ¥ no. 104, Kel. Bamboapus. Kee. Pamulang, Kota

Tangerang Sclatan, Prov. Bamen

1. Pelakn Usaha wajib neemyelesaikan komitmen penzinan sesuai perabuman penudang-
uklangan

2, Pelakn usabia yang telah memdapaikan Izin Usaha oo dapan melakokan kegiatan sebagannana
tercamfum pada Pasal 38 ayal (1) dengan tetap memperhatikan Ketentun pads Pasal 38 aval
(2} Peraturan Peneerintal Momor 24 Talwn 2018

3. Pelakn Usaha selanjuinya memproses izin kemersial‘operasional jika dipersyamikan sesuai
peraturan permdang-umdangan sebehim melaluban kegiatan komersial'aperasional

Tangpal Terbit 1zin Usaha © 23 Jamean 2020

Penibahan ke -3 Tanggal © 23 Jamean 2020

Dicetnk tnnggal : 24 Jasmarl 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Lzin Operasional Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemenital Monsos 24 Talun 2013 temtang Pelayvanan
Perizinan Berusaha Tenntegrasi Secara Elekronik, uotok dan atas mama Menferi, Pimpinan
Lembaga, Gubemmur, Bupatit™Walikota, Lembaga 055 menerbitkan Ixin Konersial Operasional
vankg Belom menenuhi komitmen kepada

Mama Usala CV JARINGAN LEGISLASI NUSANTARA
Momor Induk Benmsaha D120 0 E2 406
Alamat Pemsaliaan JLMUJAER WV NO. 10A

Laxkasa Lisaha

a. Alamat T Mupair V no. 104

b DesaRelurahan Banbuapus

¢, Kecamalan Panwnilang

d KabupatenKota Foota Tangerang Selatan
e, Provinsi Banten

Eaomnmeen i2im komersial atau operasional yang barms diperaleh obeh pelaku wsaha adalah

1. Pendlaftaran Konsulian Hukem Bidang Teknologi Informasi
2. Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atan Jasa

Pelaku Usala dapat melakukan kegatan komersaal atan operasional setelah pelaki nsala
menyelesakan komiimen sebagaimana dumaksud sesum peratumn penmadan g-medangan

Diterhilkan tanggal 31 Desember 2009

Fleshusmor i ey Bnibrey mlales 0 ivom (95X ain s s dofin dors pelad saoha Kebmarae dom beokeshon st deir 1omg décampelbne dalm
sokumn rex dize dafr om g Aersispar dalom S G enegads donpreey ool prlchy woka sepemdeno

Dicetnk tanggal : 23 Japmard 2006




NPHP

y KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 92.666.910.2-453.000
CV. JARINGAN LEGISLASI NUSANTARA

JL.MUJAIRV NO.10A RT.003 RW.004
BAMBU APUS, PAMULANG
KOTA TANGERANG SELATAN BANTEN

KPP PRATAMA PONDOK AREN




REKENING BANK

BANK : BNI
NOMOR AKUN BANK : 1010201914
CABANG : SENAYAN
NAMA : JARINGAN
LEGISLASI NUSANTARA

Contoh Tanda Tangan

"“'_:_:‘::L-.r ..._Il_ -_-J =
SENAYAN No.TB 52372 30

Kantor Cabang * 1010201914 - IDR

ﬁ:;eke“i”g * JARINGAN LEGISLASI NUSANTARA

63 - 48571
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KONTAK KERJASAMA

DIREKTUR

DR. Agus Lukman Hakim
0812 9054-3599

aguslukman091@gmail.com

DIREKTUR JARINGAN DAN
KERJASAMA

M. Robbi Qawi , M.Si.
0857-12200-635

gawirimbawan@gmail.com



www.jaringanlegislasi.id



